Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUA 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS KOMISI INFORMASI DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekretaris Komisi Informasi

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

i

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 792);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



KESATU : Menetapkan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai Sekretaris Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

KEDUA : Sekretaris Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan dukungan
administratif, keuangan, dan tata kelola terhadap penyelenggaraan
tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi Provinsi serta

merangkap sebagai panitera dan/atau sekretaris persidangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 12 f€GeuARl 2025

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;

3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan

4, Ketua Komisi Informasi Daerah DIY,

untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




